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RUU PEMILU

Kodifikasi Akan Dibahas lewat Panitia Khusus

JAKARTA, KOMPAS — I'cimibabias-
an  Hancangan  Undang-Un
dang Pemilu direnc ko i
raulian pacda perteny 2026
dan kemungkinan besar di-
lakukan melalui panitia khu-
sus. Menguat pula wacina agar
matert RULU tersebut dikodifi-

kasi Dersama dua KUL lain,
D Pemul . hoopals

ah dan RUU Partad Po-
wrkait hal tersebut, DPR

dan pemerintah diinggtkan se-

v merampungkan  pemba-
hasan karena waktu kian sem-
it dan t is Pemilu
2029 sepc . setidak-
nya tahun 20

isi 11 DPR
Arse Sadikin Zulfikar, saat di-
temui di Jakarta,  Mingeu
(16/11,/2025). mengatakan,
DPR memahami kuatnya do-
rongan publik agar RULU Pe
milu segera di
rena itu, berds
Proggram g
(Frolegnas) Pr
putuskan RUU i’umlu dm
sukkan ke Prolegnas Prioritas
2026, Komist 11 DIPR juga di-
tugast menyusun RULU terse
but, termusuk naskah abkade

i}

Konusi 11 NIL[LIh
hahkan  sudah
i begitu
wl memasukl ma-
=a sidang akan dibentuk pa-
nitia kerja (panja). Panga pe-
Vs RULL belum pem-
ujar Arse.

k jajak penda-
pat Lithbang Kowmpwas, se
W) peersen respomnden men-
desak agar RUTL Pemila segera
dibahas Sebab, ads sejumlah
putusan Mahkamah Konsti-
tusi (MEK) yang tak kunjung
ditindaklanjuti, seperti am-
bang batas poencalonan pre-
siden, ambang batas  parle-
men, serta pemisahan penilu
nasional dan daerah. Publik
berharap pembahasan lebih
awnl memungkinkan penda-
laman muateri vang lebih sub-
stantifl dan membuka muang
partisipasy publik yang lehih
bwesar

Dua RUU lain

Arse meyaking, DER dan pe
merintah masih memilikd
wikiu  vang  cukup untuk
membahas RUL Pemilu. Jika
merujuk  aturan, perckrutan
anggota Komisi  Pemilihan
Umum  (KPLY  dan Badan
Pengavwas Pemilu (Bawaslu)
poereale berikutnya barua di
miukai pada aklie 20026,

Arse  menambahkan,  ada
s Kuat aggar pemibs an
RULY Pemilu dikodifikasi de-
mgzan dua RUT Lain, wakni RUTT
Pemilihan Kepala Dacrah (Pil-
kada) dan BUL Partai Politik
{(Parpol). la berdalih alasan
utamanya adalah DPR me
ikuti putusan MK bahwa re-
Fim pemilu hanya satu,
rezim 1ain,
pilkada menpulirrezim pemlu
untuk® apa kalau sudah satu
i, rczim pemabo Kita bagat
L. Apalagi pemilu serentk
. pemilds, serentak na
C hanta A,

Ia tak meminghin  babwa
dengan masukmya WUET Pl
kada dan RUL Parped abam ada
scjumlah  penyesuwaan dalam
hedua BUL tersebul, b UL

Pemulu, kan, Kita, bictrs sousl
aktor: Tt “aktomva Do

haru pa
Aot
i

soal peny
sangan calo
Tz
Taim,
dimasukkan ke situ,
Pemilu™ ucapnya
Dengan hal tersebut, me-
nurut  Arse, msekuensi  Jo-
gisnya  adalah  pemt

I\l napa cnggak sekalian
ke RUTUT

misi. la h-vrp.md ATAn
ar karena persoalan pe
menyangkut berbagai lini dan
- uran pemilu ju-
g scladlu mengeunckan pan-
Hids,

Komunikasi politik

Secara terpisah, ar ggota Ko-
misi 1l DPR dan Fraksi Partai
Golkar, Ahmad lrawan, me-
myvatakan, se eyl ill.l.'\l]‘!
berkomuniks terkait R
Pemilu, Mesk n belum di-

ST———
Dinamika dan
komunikasi antar
Jfraksi sangat bagus.

Atrmiad Fawar

< oleh DPH. Tvwan n
mkan  dialog  antarfraksi
terus bergulir dan men -
miliki pandangan yang sama
terkait pentingnyva pembahas-
an revisi UL ini.

“Dinamika dan komunikasi
antarfraksi sangat bagus, Kami
pumyas pandangan yuang sama
bahwr RUE Pemilu harus bisa
dibahas lebih gl Proses di-
alog 1 juga untuk™ menda-
Ucany  rrvecimangfiod Jn!.l"fj'rl‘liu-
tionr (partisipasi- bermaknm),”
uhjar gyt

Liawan mengungkapkan
dlasin pembentukan  Panja
RUU Pemilu kemungkinan be-
sar baru akan diluksanakan

da Januaris2edee i menye
it wanktu muesssadang kalini,
berukhir di

sy ok
Januar
sermwenioa
wang ]x‘r!u «

Kepala  Pusal
Kementernian a Negerd
(Kemendagri)  Benmi Irwan
memyampaikan,  Kemendagr
menghormati b
rakat agar RUU Pemilu—
hagai bagian darn paket RU
Politik (RITL! Partai Politik
RUL? Pemilu, dan RULT Pil-
has
dengan  harapan
itu, saat ini Kemendagri me-
Lalui Ditjen (Dircktorat Jen-
deral) Politik dan Pemerin-
Lahuin Umum serta Dityen Oto-
n e rah sedang memper
siapkan konsep per n pa-
ket RUL B e o ¢ dan
Pemerintahan Daerah dimak-
sud.” kata Benni.

Kemendagr terus mencer
mati dan mendalemi scjumlab
usan MK boerkaitan dengan

n
SOV

kepemiluan ing, sepertd Putus-
an MK Nomor 135 Tahun
2025 soal penusahan penilu
ruaspor] dan penlu lokal, Se-
lain itu, diskusi internal Ke-

mendagri tentang desain RUL
Bidang Politik dan Pemda juga
masih terus dilaksunakan,

mal (BRIND. Firr
. berpendapat KU
|1'|1h| vang belum dibahas saat
i berkaitan dengan kepen-
tingan politik dan skala pri-
oritas para pembuat un-
dang-undang,

Firman pun
para elite partai dan legislator
unfuk menan p keresahan
publik terkait pentingnya ne-
visi UL Pemilu, Apalagi, waktu
vang ada semakin sempit ka-
rena dalim waktu dekat rang
an tekns pelakean 1 P
aean berlangsung

Regelisahan ini, lanjut Fir
man. bisa terkait penyeleng-
garaan pemilu setelah bebe-
rapa kali putusan MK IH sam-
g atw, s jus permoass
lahan terkait pengaturan ok
nis penvelengggan yang ha
s dipikickan  dalaan waktu
dekat

rengingatkan

Scehagian  mengi-
proporsional terbuka,
man juga mulai berpi
tertutup. Kalangan aktivis ju
mulai  membicarakan k-
mungkinan  pemilu  campur-

" kata Firman

Penyvelenggaraan yang ber-
sih dan jauh dari peditik uang,
lanjut Firman, juga menjadi
harapan  publik.  Semuanya
perlu diantur sedemikian rupa
schingegn menghasilkan suatu
pemilu yang bersih.

Firmuan berharp pembabos
an  RULT  Pemilu  nantinyva
menghasilkan sistem  vang
menciptakan pemilu berinteg -
ritas. Hal itu membutuhkn ke-
s politik v ook hoava
mengedepankan kepentingan
prern elite. (T W)
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